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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 23TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 77 TAHUN 2010 
TENT ANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang • a. bahwa dalamn rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 
77 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan, dalam pelaksanaannya 
ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 22 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan sehingga pertu diadakan peninjauan kembali, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 77 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
24, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 18 Agustus 1950) 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987) 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44 
Tambahan Negara Republk Indonesia Nomor 4286) 

Mengingat 



• 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 4389 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Repubbik Indonesia Nomor 4400), 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nmor 59 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara emerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049) 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomnor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4375), 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Namor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Permenintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2006 tentang 
Pokok-okok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) 

14.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 2) 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22). 

16.Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 560) 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan • PERATURAN BUPATT JEPARA TENTANG PERUBAHAN 
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK 
ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Benita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 560) diubah sebagai berikut 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus 

2. Ketentuan Pasal 20 huruf a angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah orang pribadi yang mempunyai 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 
satu derajat ke bawah, waris atau hibah wasiat orang pribadi yang merpunyai 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 
satu derajat ke bawah 



Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal zz Jui 2 

BUPATI JEPARA, 

./C 
HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 22 J 2otl 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

L 

OLH 

N DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 19I 


